
Jalan Merdeka, Manokwari,- Papua Barat 96312
Email :set.papbar@bawaslu.go.id
Website : papuabarat.bawaslu.go.id

 Manokwari, 28 November 2023

Nomor : 704/PM/K.PB/11/2023
Sifat : Penting                                         
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 
Tingkat Provinsi Papua Barat 
(daftar terlampir)
di-
       Tempat

Dengan hormat,

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum menjadi  Undang-

Undang;

2. Peraturan  Bawaslu  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencegahan  Pelanggaran  dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2022  tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan  Bawaslu  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun

2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  Tentang  Kampanye

Pemilihan Umum.

10. Surat  Edaran  Nomor  43  Tahun  2023  Tentang  Identifikasi  Potensi  Kerawanan  dan

Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 491 Tahun 2023

Tentang  Penetapan  Lokasi  Pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  Pemilihan  Umum

Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua Barat; 
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II. ISI SURAT

Dalam  Rangka  pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan  Kampaye  berdasarkan  ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan diatas, Bawaslu Papua Barat menghimbau kepada

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

menyatakan jadwal Program/Kegiatan Kampanye Pemilu dilaksanakan pada tanggal

28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. 

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan Umum menyatakan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: 

a. pertemuan terbatas; 

b. pertemuan tatap muka; 

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; 

e. Media Sosial; 

f.  iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; 

g. rapat umum; 

h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan

i.   kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan Umum menyatakan Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai  dengan  tingkatannya,  dengan  tembusan  disampaikan  kepada  KPU,  KPU

Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan Umum ayat (1)  menyatakan Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap

muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia  sesuai  dengan  tingkatannya  dan di  ayat  (3)  menyatakan  Pemberitahuan

tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga

salinannya  kepada:  a.  KPU,  KPU Provinsi,  dan/atau  KPU Kabupaten/Kota;  dan  b.
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Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  sesuai  dengan

tingkatannya.

5. Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan Umum menyatakan Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada

ayat  (2)  dapat  disebarkan,  ditempelkan,  dan  dipasang  pada  Kampanye  Pemilu

pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum. 

6. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan  Umum  menyatakan  Peserta  Pemilu  dapat  memasang  alat  peraga

Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf d. 

7. Bahwa sesuai Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan Umum menyatakan Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi. 

8. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye

Pemilihan Umum menyatakan Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta

Pemilu  di  media  massa  cetak,  dan  Media  Daring,  Media  Sosial,  dan  Lembaga

Penyiaran  dalam  bentuk  iklan  komersial  dan/atau  iklan  layanan  untuk  masyarakat

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  e  dan  huruf  f  serta

pelaksanaannya hanya pada 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024. 

9. Bahwa sesuai  Pasal  47 Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

ayat (1)  menyatakan Petugas Kampanye Pemilu rapat  umum harus menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

tingkatannya  dan  di  ayat  (3)  menyatakan  Pemberitahuan  tertulis  rapat  umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU,

KPU  Provinsi,  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota;  dan  b.  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,

dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 

10. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye
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Pemilihan  Umum menyatakan  Peserta  Pemilu  dapat  melakukan  Kampanye  Pemilu

melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan

perundang-undangan. 

11. Bahwa sesuai Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan Pelaksana,  peserta, dan tim

Kampanye Pemilu dilarang untuk ;

a. mempersoalkan  dasar  negara  Pancasila,  Pembukaan  Undang-Undang

Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  bentuk  Negara

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. melakukan  kegiatan  yang  membahayakan  keutuhan  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia; 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta

Pemilu yang lain; 

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 

e. mengganggu ketertiban umum; 

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada seseorang,  sekelompok anggota masyarakat,  dan/atau

Peserta Pemilu yang lain; 

g. merusak dan/atau menghilangkan  alat  peraga Kampanye Pemilu  Peserta

Pemilu; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,

kecuali  untuk  fasilitas  pemerintah  dan  tempat  pendidikan  sepanjang

mendapat  izin  dari  penanggung  jawab tempat  dimaksud dan hadir  tanpa

atribut Kampanye Pemilu; 

i. membawa  atau  menggunakan  tanda  gambar  dan/atau  atribut  selain  dari

tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan 

j. menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  peserta

Kampanye Pemilu

12. Bahwa sesuai Pasal 72 ayat (1a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  bahwa  terhadap  larangan  penggunaan

fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah

dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan

anak dibawah umur;

13. Bahwa sesuai Pasal 72 ayat (1b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  bahwa  Atribut  Kampanye  Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan

yang memuat citra diri, visi, misi, dan program;

14. Bahwa sesuai Pasal 72 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan Pelaksana Kampanye Pemilu
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dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  dalam  kegiatan  Kampanye  Pemilu  dilarang

mengikutsertakan;

a. ketua,  wakil  ketua,  ketua  muda,  hakim  agung  pada  Mahkamah  Agung,  dan

hakim pada semua badan peradilan  di  bawah Mahkamah Agung,  dan hakim

konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 

d. direksi,  komisaris,  dewan  pengawas,  dan  karyawan  badan  usaha  milik

negara/badan usaha milik daerah; 

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di

lembaga nonstruktural; 

f. Aparatur Sipil Negara; 

g. prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik

Indonesia; 

h. kepala desa; 

i. perangkat desa; 

j. anggota badan permusyawaratan desa; dan 

k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

15. Bahwa  metode  kampanye  dengan  pemasangan  alat  peraga  Kampanye  Pemilu  di

tempat umum dipasang pada Lokasi Pemasanagn Alat Peraga Kampanye yang telah

ditetapkan  pada  7  (Tujuh)  wilayah  Kabupaten  se-Provinsi  Papua  Barat  yang

sebagaimana  telah  dilampirkan  pada  lampiran  I  sampai  dengan  Lampiran  VII

Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum Provinsi  Papua Barat  Nomor 491 Tahun 2023

Tentang  Penetapan  Lokasi  Pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  Pemilihan  Umum

Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua Barat;

16. Perlu  kami  sampaikan  juga  bahwa  semua  ketentuan  diatas  adalah wajib  untuk

dilaksanakan oleh peserta pemilu.

III. PENUTUP

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Bawaslu  Provinsi  Papua  Barat  mengimbau  kepada

Pimpinan Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peserta

Pemilu Tahun 2024 Provinsi  Papua Barat agar memedomani beberapa hal khusus dan

secara  umum  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  dalam

melaksanakan  tahapan  Kampanye  Pemilu  Tahun  2024.  Demikian  imbauan  ini

disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Elias Idie

Tembusan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua KPU Papua Barat di Manokwari
3. Arsip
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Lampiran Surat Ketua Bawaslu Papua Barat
Nomor : 704/PM/K.PB/11/2023

Tanggal : 28 November 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Provinsi Papua Barat

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

5. Partai Nasdem

6. Partai Buruh

7. Parta Gelombang Rakyat Indonesia (gelora Indonesia)

8. Partrai Keadilan Sejahtera (PKS)

9. Partai Kebangkitan Nusantara  (PKN)

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

13. Partai Bulan Bintang (PBB)

14. Partai Demokrat (PD)

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

18. Partai Ummat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6


